
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.Konsep Tranparansi 

 

 

 

1. Pengertian Transparansi  

 

 

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah 

terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai 

berikut. 

 

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan serta hasil yang dicapai. 

 

Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah 

dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara 

pemerintah dengan rakyat. 
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Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah 

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan 

yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : 

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat 

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan 

3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN. 

 

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif 

dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan 

pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat 

terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. 

 

 

2. Prinsip- prinsip Transparansi 

 

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian 

Forum Indonesia (HFI)  yaitu 

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara 

pelaksanaan, bentuk bantuan atau program) 

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail 

keuangan. 

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam 

perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. 

4. Laporan tahunan 

5. Website atau media publikasi organisasi 

6. Pedoman dalam penyebaran informasi 
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Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan   

dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam 

perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut : 

1. Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut 

memberikan pendapatnya. 

2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang 

perlu diketahuioleh masyarakat. 

3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur 

penyusunan rancana) 

4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku 

tanah dll.) 

5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. 

 

 

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah 

informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. 

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu : 

a. Hak untuk mengetahui 

b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik 

c. Hak untuk mengemukakan pendapat 

d. Hak untuk memperoleh dokumen publik 

e. Hak untuk diberi informasi 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam 

penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami 

oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi 

Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat. 

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat 

dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. 
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Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses  

pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena 

penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki 

pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut 

mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara 

musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi 

dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan tersebut. 

 

 

3. Indikator Transparansi 

 

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui 

beberapa indikator : 

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi 

c. Keterbukaan proses 

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 

 

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan  

kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, 

dengan indikator sebagai berikut : 

a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu 

b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya 

c. Kemudahan akses informasi 

d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran 
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Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indicator prinsip 

transparansi dalam penelitian ini adalah : 

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, 

prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat 

c. Keterbukaan proses pengelolaan 

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD 

 

B. Konsep Akuntabilitas 

 

 

 

1. Pengertian Akuntabilitas 

 

Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu 

pertanggungjawaban tim pelaksna pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. 

Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli antara lain : 

Menurut Syahrudin Rasul ( 2002 : 8 ) akuntabilitas adalah kemampuan 

memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang 

atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. 

 
Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan dalam organisasi sector publik, 

swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) 

kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik 

kepentingan (Hadi, 2006:150) 
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Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang 

dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

 

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan 

kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai 

umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja 

organisasi pada masa yang akan datang.Akuntabilitas dapat diperoleh melalui: 

a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu 

bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada 

identitas dimana mereka memperoleh kewenangan  

b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta 

penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi. 

 

 

2. Dimensi Akuntabilitas 

   

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11) 

 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and 

legality)  

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, 

sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum 

menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas 

kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. 
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2. Akuntabilitas manajerial 

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai  

akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah 

pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara 

efektif dan efisien. 

 

3. Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram organisasi 

hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi 

dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik 

harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai 

pada pelaksanaan program 

 

4. Akuntabilitas kebijakan  

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung 

jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan 

dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus 

dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu 

dilakukan. 

 

5. Akuntabilitas finansial 

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga 

publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara 

ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran 

dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena 

menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan 

lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk 

menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar 

 

Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala desa, pertanggungjawaban 

kinerja, pertanggungjawaban program, pertanggungjawaban kebijakan dan 

pertanggungjawaban oleh tim pelaksana atas pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD). 
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Bintoro Tjokroamidjojo (2001 :45) menyebutkan ada empat jenis akuntabilitas 

yaitu : 

a. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan 

b. Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan 

BPK 

c. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan 

pengembangan perangkat hukum 

d. Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk  likuiditas dan (tidak) kepailitan 

dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada 

rakyat melaui system perwakilan. 

 

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu salah satu jenis akuntabilitas keuangan  

melalui sebuah lembaga, yaitu pemerintahan desa. Akuntabilitas terwujud dalam 

bentuk pertaggungjawaban laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh 

tim pelaksana I dalam bidang pemerintahan maupun tim pelaksana II pada bidang 

pemberdayaan masyarakat. 

 

3. Aspek-Aspek Akuntabilitas 

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antatara lain : 

1. Akuntabitas adalah sebuah hubungan  

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang  

diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu 

merupakan sebuah kontrak antara dua pihak. 

2. Akuntabilitas berorientasi hasil  

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas 

tidak melihat kepada input ataupun autput melainkan kepada outcome. 

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan  

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas 
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4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi 

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan  mendefinisikan 

akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu 

mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama 

konsekuensi. 

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja 

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan 

untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.( www.academia.edu/ 

4599635/memahami_aspek_akuntabilitas.Di unggah pada : Kamis 23 

januari 2014, pkl 11.00 wib) 

 

Menurut Samuel Paul ( dalam Tjahya Supriatna, 2001 : 103 ) akuntabilitas 

dapat dibedakan atas : democratic accountability, profesional accountability, 

and legal accountability.  

a. Democratic Accountability 

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative 

dan politic accountability. Menggarkan pemerintah yang akuntabel 

atas kinerja dan semua kegiatannya kepada  pemimpin politik. Pada 

negara-negara demokratis , menteri pada parlemen. Penyelenggaraan 

pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-

masing.. 

  

b. Profesional Accountability 

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, 

profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan 

norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public 

interest atau kepentingan masyarakat. 

 

c. Legal Accountability 

Berdasarkan berdasarkan katagori akuntabilitas legal ( hukum ), 

pelaksana ketentuan hukum  disesuaikan dengan kepentingan public 

goods dan public service  yang merupakan tuntutan(demand) 

masyarakat (customer ). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas 

pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal 

dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan 

http://www.academia.edu/
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masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal. 

 

Akuntabilitas dalam penelitian ini termasuk ke dalam legal accountability atau 

akuntabilitas yang pelaksaannya didasarkan atas hukum, dimana pengelolaan 

ADD dilakukan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada dan jika 

pemerintah desa maupun tim pelaksana ADD melakukan pelanggaran dalam 

pengelolaan ADD maka mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

4.Indikator Akuntabilitas 

 

  Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu : 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan 

3. Adanya output dan outcome yang terukur 

   

 Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut : 

1. Adanya Standart Operating Procedure dalam  

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau  

3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan 

4. Mekanisme pertanggungjawaban 

5. Laporan tahunan 

6. Laporan pertanggungjawaban 

7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara 



20 

 

8. Sistem pengawasan 

9. Mekanisme reward and punishment 

 

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain : 

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat 

2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah 

3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka 

4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. 

 

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu: 

a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan 

keuangan oleh pemerintah desa 

b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa. 

 

Disebutkan oleh Jay M. Shafritz & E.W. Russel (1997:368), indikator 

akuntabilitas adalah sebagai berikut : 

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, 

tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku. 

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-

cara mencapai sasaran suatu program 

3. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai 

4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional 
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5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. ( www. 

Tesisdisertasi.blogspot.com/ 2010/05/akuntabilitas_keuangan.Diunggah  

pada kamis, 23 januari 2014 pkl 10.00 wib) 

 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, indikator 

akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD 

b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana 

c. Adanya laporan pertangungjawaban 

d. Adanya keterlibatan aktor publik 

 

C.Konsep Pengelolaan 

 

 

Tjahjanulin Domai (2003:13) pengelolaan keuangan daerah adalah proses 

pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap 

usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. 

 

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) pengelolaan adalah proses yang 

terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban. 

 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk 
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untuk melakukan fasilitasi, pengendalian dan pelaksanaan ADD. Ketentuannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Ditingkat desa dibentuk tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan 

kepala desa 

2. Tim pelaksana terdiri dari tim pelaksana bidang pemerintahan dan tim 

pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat. 

3. Tim pelaksana bidang pemerintahan selanjutnya disebut tim I mempunyai 

tugas mengelola dana ADD yang digunakan untuk pembiyaan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan susunan keanggotaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Tim pelaksana bidang pemberdayaan 

masyarakat desa atau tim II, mempunyai tugas mengelola dana ADD yang 

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan ketua LKMD sebagai 

Ketua dan kepala desa sebagai penanggungjawab 

 

Tugas Tim Pelaksana tingkat desa adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan program kerja pemerintah desa 

2. Mnginventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana 

ADD 

3. Membuat laporan pelaksaan kegiatan dan pengelolaan keuangan 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, konsep pengelolaan dalam penelitian ini yaitu, 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban 

mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas, dengan kepala desa sebagai 

pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama. 

 

Pengelolaan keuangan desa yang ideal yaitu dengan menerapkan asas 

transparansi, akuntabel dan partisipatif, yaitu adanya keterbukaan informasi yang 

diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, adanya tanggungjwab atas 
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pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan adanya keikutsertaan masyarakat 

dalam pengelolaan dana tersebut. 

 

Pengelolaan ADD desa Candimas dibagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban : 

a. Perencanaan 

Pada umumnya perencanaan yang dibuat harus mengandung aspek 

fleksibilitas (Kaho, 1997:230). Pada tahap perencanaan pemerintah desa 

melakukan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa dan 

masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk membicarakan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam penggunaan ADD desa Candimas. 

b. Pelaksaan 

Pada tahap pelaksaan, pemerintah desa menyalurkan dana kepada tim 

pelaksana I (bidang pemerintahan) untuk pembangunan pemerintahan dan 

tim pelaksana II (bidang pemberdayaan masyarakat) untuk kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dengan melakukan 

kegiatan pemberdayaan menggunakan dana yang bersumber dari ADD 

desa Candimas. 

c. Pengawasan 

Pada tahap pengawasan, tim pelaksana ADD melakukan monitoring 

terhadap kegiatan pelaksaan ADD oleh masyarakat begitu juga sebaliknya. 

Masyarakat juga aktif melakukan pengawasan kepada tim pelaksana ADD 

tingkat desa. 
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d. Pertanggungjawaban 

Pada tahap pertanggungjawaban ini, tim pelaksana tingkat desa membuat 

laporan berkala dan laporan akhir mengenai pelaksanaan dan hasil 

kegiatan ADD desa Candimas. 

 

D. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) 

 

 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18 

disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer 

dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan 

pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota.  

Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana 

APBN Kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 % akan tercapai 

tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan 

(Widjaja, 2010:133) 

 

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pasal 3 ayat 1 Permendagri no.37 tahun 

2007 adalah : 

a. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten 

b. Bagian dari dana perimbangan (non DAK) yang diterima oleh 

kabupaten 

 

Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penelitian ini yaitu salah satu bentuk 

tansfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana 
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perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten 

Lampung utara. 

 

Pasal 9 ayat 1 Permendagri No.37 Tahun 2007 : Penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) menyebutkan :  

a. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 

b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintaha desa sebesar 30% dari jumlah ADD yang diterima 

c. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan 

masyarakat adalah sebesar 70% dari jumlah ADD 

 

 

Pasal 10 ayat 1 Permendagri N0.37 tahun 2007, yang dimaksud dalam pasal 9 

ayat 1 (b) : 

a. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa 

b. Biaya operasional ti pelaksana bidang pemerintahan 

c. Tunjangan dan operasional BPD 

d. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa , honor ketua Rt/ Rw 

e. Peningkatan sumber daya manusia yaitu kepala desa dan perangkat 

desa lainnya. 

 

 

Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 37 tahun 2007, yang dimaksud dalam pasal 9 

ayat 1 (c) adalah sebagai berikut : 

a. Pemberdayaan masyarakat dan institusi utamanya untuk pendidikan, 

masyarakat, kesehatan, peningkatan peran gender, SDM bagi 

masyarakat dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat seperti 

PKK, Karang Taruna, biaya operasional tim pelaksanapemberdayaan 

masyarakat serta musrembangdes. 

b. Pemberdayaan lingkungan, utamanya untuk pengadaan sarana dan 

prasarana baik dibidang ekonomi maupun sosialyang dapat mendorong 

percepatan kemajuan desa. 

c. Pemberdayaan ekonomi utamanya untuk BUMDes, pengembangan 

usaha skala kecil, pengembangan unit kegiatan ekonomi dan 

optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. 
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Pasal 13 Permendagri No.37 tahun 2007, mengenai pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) : 

a. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan 

desa 

b. Besaran ADD dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

c. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa dan 

bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

 

 

Pasal 14 Permendagri No.37 tahun 2007, mengatur pelaksanaan pengelolaan 

ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Setiap 

penerimaan dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam 

buku kas pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh 

bendahara desa. 

 

Dalam Bab X, Pasal 15, ayat 2 : Pelaporan dan pertanggungjawaban : 

a. Laporan berkala : laporan mengenai pelaksanaan pengukuran dana 

ADD dibuat secara rutin tiap bulannya, laorannya adalah realisasi 

penerimaan ADD dan realisasi pengeluaran ADD 

b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan 

pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD. 

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tercantum dalam Permendagri No.37 

Tahun 2007 di atas, konsep- konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : 

1. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai kewenangan desa candimas, serta 
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meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa candimas 

dalam perncanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 

partisipatif sesuai dengan potensi desa candimas. 

2. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) candimas 

harus  transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini berarti Alokasi 

Dana Desa (ADD) harus dikelola dengan mengedepankan 

keterbukaan, dilaksanakann secara bertanggungjawab dan juga harus 

melibatkan peran serta aktif masyarakat desa candimas 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang integral (tidak 

dapat dipisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

tanggungjawab dan pelaporannya. 

4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan 

operasional desa candimas seperti perbaikan kantor desa dan 70 % 

untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa candimas 

5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, tetap 

diperlukan pelaporan atas kegiatan yang dibiayai ADD secara berkala 

dan laporan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Candimas 

6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk tim 

fasilitasi kabupaten Lampung Utara dan tim pendamping kecamatan 

Abung Selatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan 

kewenangannya. Pembiayaan untuk tim yang dimaksud dianggarkan 

dalam APBD dan diluar anggaran untuk ADD 
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Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum yaitu : 

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar 

warga desa candimas 

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan desa 

3. Meningkatkan pembangunan infrastuktur desa candimas 

4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rngka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 

5. Meningkatkan pendapatan desa candimas dan masyarakat desa melalui 

BUMDes. 

 

 

E.Kerangka Pikir 

 

 

 

Alokasi Dana Desa yaitu salah satu bentuk tansfer dana dari pemerintah yang 

telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan 

daerah yang diterima kabupaten Lampung utara. 

 

Pengelolaan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

serta pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas, 

dengan Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab 

utama. Tim pelaksana terdiri dari dua tim yaitu tim pelaksana I sebagai pengelola 

dana di bidang pemerintahan dan tim pelaksana II yang berperan dalam mengelola 

Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemberdayaan masyarakat desa. 
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Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan dalam peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Bab IX bahwa beberapa azas dan prinsip dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu transparan dan akuntabel. 

 

Transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam 

memperoleh informasi mengenai penyluran, pengelolaan, dan hasil dari Alokasi 

Dana Desa (ADD). Ada enam prinsip transparansi diantaranya adalah adanya 

keterbukaan informasi, adanya laporan berkala, dan adanya publikasi mengenai 

proses kegiatan dan detail kegiatan. 

 

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) desa Candimas  kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai 

penanggungjawab utamanya. Indikator dalam mengukur transparansi dalam 

pengelolaan ADD adalah 

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, 

prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat 

c. Keterbukaan proses pengelolaan 

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD 

 

Indikator untuk mengukur akuntabilitas tim pelaksana dalam pengelolaan ADD 

adalah : 

a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD 

b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana 

c. Adanya laporan pertangungjawaban 

d. Adanya keterlibatan aktor publik (pemerintah desa) 
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Jika indikator dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan oleh 

tim pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa , maka pemerintah desa Candimas 

telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang good governance, dimana 

pengelolaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. 

 

Kerangka Pikir diatas dijelaskan dengan skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penerapan Prinsip Transparansi dan       

                   Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

 

 

 

 

Penerapan prinsip transparansi (x1) 

1.Penyediaan dan akses   informasi    

   yang  jelas tentang perencanaan,    

   prosedur  pelaksanaan dan  

   pertanggungjawaban 

2.Adanya musyawarah yang  

   melibatkan masyarakat 

3.Keterbukaan proses pengelolaan 

4.Keterbukaan informasi tentang  

   dokumen pengelolaan ADD 

 

Penerapan  prinsip akuntabilitas (x2) 

1.Tercapainya tujuan dalam  

    pengelolaan ADD 

2.Adanya pengawasan oleh tim    

    Pelaksana 

3.Adanya laporan  

    pertangungjawaban  

    pengelolaan ADD 

4.Adanya keterlibatan pemerintah  

   desa dalam pengelolaan ADD 

 

 

1.Pengendalian penggunaan dana 

ADD 

 

2. Ketepatan dalam pencapaian 

sasaran 

 

3. kemampuan tim pelaksana 

ADD 

Pengelolaan ADD  (y) 
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Adapun variabel dalam penelitian ini adalah 

 

1. Penerapan prinsip transparansi (X1) sebagai variabel bebas yang terdiri 

dari penyediaan dan akses informasi  yang  jelas tentang perencanaan, 

prosedur  pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang 

melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan dan keterbukaan 

informasi tentang dokumen pengelolaan ADD. 

2. Penerapan prinsip akuntabilitas (X2) juga sebagai variabel bebas yang 

terdiri dari tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD, sdanya pengawasan 

oleh tim Pelaksana, adanya laporan pertangungjawaban pengelolaan ADD dan 

adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. 

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai variabel terikat yang 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban ADD desa  Candimas 

 

F.Hipotesis 

  

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Ho x1  : Tidak terdapat hubungan yang erat antara penerapan prinsip transparansi  

dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas. 

 

Ha x1 : Terdapat hubungan yang erat antara penerapan prinsip transparansi  

dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas. 

 



32 

 

Ho x2  : Tidak terdapat hubungan yang erat antara penerapan prinsip akuntabilitas 

dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas. 

Ha x2 : Terdapat hubungan yang erat antara penerapan prinsip akuntabilitas 

dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas. 

 


